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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah
dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan APBD yang di susun setiap tahunnya. Penyusunan
PPAS ini berpedoman pada Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 — 2026 dan Peraturan
Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat
komponen - komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang
diharapkan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun

berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.




Struktur anggaran akan menjadi optimal apabila seluruh komponen
pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi
kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud
adalah pengukuran tingkat output dari satu program, kegiatan, dan sub
kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political
will) Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi
pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa,
bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan. Sebagai bagian dari
dokumen penganggaran tahun 2025, PPAS Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2025 ini juga dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah
dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan menjadi
pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menyampaikan rencana
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2025. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS maka program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dituangkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.2. Tujuan Penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah
untuk menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) dalam setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang
akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daearah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587)
sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Meneteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian
Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara
Tahun 2023 Nomor 807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004,




19.

20.

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105);

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupeten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 134);

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor S50 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1021).




BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah di jelaskan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk
ke kas Daerah. Penerimaan Daerah merupakan rencana yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan
Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Rencana penerimaan daerah tahun 2025 sebesar Rp.1.227.153.629.866,00

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan

Daerah Tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp.1.227.153.629.866,00
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2025, penerimaan dari PAD diprediksikan sebesar
Rp.68.783.149.998,00 Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Adapun perinciannya dapat

dijabarkan sebagai berikut:
a. Pajak Daerah sebesar Rp.21.456.081.928,85
b. Retribusi Daerah sebesar Rp.5.150.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan  sebesar

Rp.12.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.30.177.068.069,15
2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer
Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana
Perimbangan, dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi
hasil dan bantuan keuangan. Proyeksi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar

Rp.1.134.102.915.868,00




Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.103.526.976.305,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.30.575.939.563,00

2.1.3.Rencana Penerimaan Pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Pembiayaan daerah terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan
pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.
Tahun 2025 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

diprediksikan sebesar Rp.18.712.348.757,90

Rincian Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

4 PENDAPATAN DAERAH 1,227,153,629,866.00
4.1 Pendapatan Asli Daerah 68,783,149,998.00
4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 21,456,081,928.85
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 5,150,000,000.00
4.1.03 Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12,000,000,000.00
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 30,177,068,069.15
4.2 Pendapatan Transfer 1,134,102,915,868.00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,103,526,976,305.00
4.2.01.01 Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 4,199,775,000.00
4.2.01.02 Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 694,349,659,008.00
4.2.01.03 Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 84,786,570,297.00
4.2.01.04 D.al.'la Tranfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non

Fisik 156,598,994,000.00
4.2.01.05 Dana Desa 163,591,978,000.00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 30,575,939,563.00
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 30,575,939,563.00
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24,267,564,000.00




4 PENDAPATAN DAERAH 1,227,153,629,866.00
4.3.01 Pendapatan Hibah )
4.3.03 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

24,267,564,000.00

Sumber BKAD Kab. TTU 2025




BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara
yang disertai dengan penganggarannya dengan mempertimbangkan Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Kabupaten
Timor Tengah Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Timor Tengah Utara. Prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara pada
Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan tahun ke-Empat RPJMD
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Rumusan sasaran
dan fokus pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan
Industri Berbasis Pertanian;
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup;
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni;

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur;

AN A

Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan,
Akuntabel dan Responsif
7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.

Sasaran dan fokus pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025
yang kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan 2025 per

misi berdasarkan RPJMD 2021- 2026 dapat terlihat dalam matriks sebagai berikut:




PRIORITAS DAERAH 1
MENUMBUHKAN TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN

MASALAH/ ISU

MENDUKUNG PD PROVINSI

NO USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG MENDUKUNG PN
STRATEGIS NTT
1. Belum optimalnya 1.1 Peningkatan Komoditi Padi, Jagung, Kacang Kontribusi sektor | Mendukung PDP I dan PDP II Mendukung PN I
pengembangan  potensi Tanah Lurik dan Sareh Wangi L pertanian/perkebunan terhadap PDRB
unggulan daerah 1.2 Peningkatan produksi Garam Kontribusi sektor industri terhadap | Mendukung PDP I dan PDP II Mendukung PN I
1.2.1 PDRB
1.3 Peningkatan Populasi ternak Sapi 1.3.1 Cakupan Bina kelompok Tani Mendukung PDP I dan PDP II Mendukung PN I
1.4 Peningkatan Potensi Perikanan Kontribusi sektor perikanan terhadap | Mendukung PDPI dan PDP II Mendukung PN I
1.4.1 PDRB
Belum optimalnya 2.1 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Peningkatan Cakupan pemberdayaan | Mendukung PDPI dan PDP II Mendukung PN I
peningkatan nilai tambah pengolahan produk unggulan daerah, dari kelompak masyarakat Desa
komoditas unggulan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi 211
daerah yang mencakup atau produk akhir
sektor pertanian, 2.2 Penyediaan kemasan produk - produk | 2.2.1 Peningkatan Pendapatan Masyarakat Mendukung PDP I dan PDP II Mendukung PN I
perkebunan, perikanan unggulan daerah
dan peternakan. 2.3 Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal
pengelolaan bahan mentah menjadi produk
jadi yang siap dipasarkan
2.4 Penyediaan informasi pasar ataupun 231 Cakupan pemanfaatan informasi pasar Mendukung PDP I dan PDP II Mendukung PN I

peluang pemasaran produk
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PRIORITAS DAERAH 2
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

MASALAH/ ISU

MENDUKUNG PD

NO STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PROVINSI NTT MENDUKUNG PN
1 Belum optimalnya Capaian | 1.1. Memperbaiki pengaturan lingkungan | 1.1.1. Peningkatan Indeks Kualitas Mendukung PDP III Mendukung PN VI
Indeks Kualitas Lingkungan untuk  mengendalikan kerusakan Lingkungan Hidup
Hidup hutan (Deforestasi)
2 Belum optimalnya | 2.1. Peningkatan upaya pengelolaan 2.1.1. Persentase Sampah Perkotaan Mendukung PDP III Mendukung PN VI
pengolahan  sampah  di persampahaan dan layanan yang Tertangani
wilayah perkotaan kebersihan
3 . 3.1. Peningkatan upaya perlindungan 3.1.1. Peningkatan Indeks Kualitas Mendukung PDP III Mendukung PN VI
Belum optimalnya
kawasan hutan dan Tutupan Lahan (%)
penanganan tutupan lahan .
keanekaragaman hayati
PRIORITAS DAERAH 3
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
MASALAH/ ISU MENDUKUNG PD
NO STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PROVINSI NTT MENDUKUNG PN
1. Masih terbatasnya sarana 1.1 Pembangunan Fasilitas Layanan 1.1.1 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Mendukung Terkait PN II dan III
dan prasarana kesehatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Penduduk PDP I dan PDP II
dalam rangka mendukung dan Laboratorium Biomolekuler
pelayanan Kesehatan
1.2 Penambahan Kuota Jaminan 1.2.1 Cakupan pelayanan kesehatan Mendukung Terkait PN II
Kesehatan Daerah (Jamkesda) dasar masyarakat miskin PDP I dan PDP II
2. Masih rendahnya kuantitas | 2.1 Rekrutmen Tenaga Kesehatan | 2.1.1 Rasio Tenaga Medis per satuan Mendukung Terkait PN III
dan kualitas SDM terutama  Dokter Spesilis untuk penduduk PDP I dan PDP II
Kesehatan ditempatkan pada Layanan Kesehatan
Tingkat Pratama
3. Masih tingginya prevalensi | 3.1 Penyediaan dan Pemberian Makanan | 3.1.1 Prevalensi Stunting (%) Mendukung Terkait PN III
stunting tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil PDP I dan PDP II
untuk penanganan permasalahan gizi
ibu dan anak serta menekan kasus
stunting di 24 Kecamatan
4. Masih terbatasnya sarana 4.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru | 4.1.1 Sekolah pendidikan SD/MI Mendukung Terkait PN III

dan prasarana pendidikan

(USB), Perpustakaan dan Laboratorium

kondisi bangunan baik

PDP I dan PDP II
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MASALAH/ ISU

MENDUKUNG PD

NO STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PROVINSI NTT MENDUKUNG PN
dalam rangka mendukung Sekolah 4.2.1 Sekolah pendidikan SMP/MTS Mendukung Terkait PN III
peningkatan Sumber Daya kondisi bangunan baik PDP I dan PDP II
Manusai (SDM)

S. Rendahnya kuantitas dan | 5.1 Rekrutmen tenaga pendidik dan | 5.1.1 Rasio Guru/Murid Sekolah Mendukung Terkait PN III
kualitas SDM pendidikan penyebaran penempatan tenaga Pendidikan Dasar PDP I dan PDP II
serta penyebaran tenaga pendidik
pendidik yang belum
merata

PRIORITAS DAERAH 4
MENINGKATKAN RUMAH YANG LAYAK HUNI
MASALAH/ ISU MENDUKUNG PD
NO STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PROVINSI NTT MENDUKUNG PN
1 Belum optimalnya 6.1 Pembangunan Rumah Layak Huni 6.1.1 Rasio Rumah Layak Huni Mendukung Terkait PN II

penyediaan rumah layak
huni

PDP I dan PDP II
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PRIORITAS DAERAH 5
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

MENDUKUNG
NO MASALAH/ ISU STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PD PROVINSI MENDUKUNG PN
NTT
1. | Belum optimalnya pembangunan irigasi 1.1 Pembangunan Irigasi 1.1.1 | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Mendukung Mendukung PN V
PDP III
2. | Belum tuntasnya pembangunan jalan | 2.1 | Pembangunan Jalan Kabupaten 2.1.1 | Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Mendukung Mendukung PN V
kabupaten PDP III
3. | Belum semua masyarakat memiliki | 3.1 | Penyediaan Sanitasi yang layak, 3.1.1 | Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan Mendukung Mendukung PN V
sanitasi layak dan akses air minum Sumber Air Minum dan jaringan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan PDP IIT
layak pengelolaan air
3.1.2 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak.
4. | Keterbatasan sumber air untuk | 4.1 | Pembangunan dan Pemeliharaan 4.1.1 | cakupan pembangunan embung Mendukung Mendukung PN V
memenuhi kegiatan ekonomi "Embung. PDP III
4.2.1 | cakupan Pemeliharaan embung Mendukung Mendukung PN V
PDP III
5. | Masih rendahnya ketersediaan air 5.1 | Pembangunan/rehabilitasi saluran 5.1.1 | cakupan pembangunan Irigasi Mendukung Mendukung PN V
untuk mendukung produksi pertanian, irigasi,dan pemeliharaan jaringan air PDP III
perkebunan, peternakan dan perikanan 5.2.1 | cakupan area pertanian yang terlayani jaringan irigasi Mendukung Mendukung PN V
PDP III

13



PRIORITAS DAERAH 6
MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF

MENDUKUNG
MASALAH/ ISU STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PD PROVINSI MENDUKUNG PN
NTT
Belum optimalnya 1.1 Penegakan peraturan/kebijakan | 1.1.1 | Persentase penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Mendukung Mendukung PN VII
penegakan pemerintah daerah PDP IV
peraturan/kebijakan
pemerintah daerah
Masih adanya penduduk yang belum 2.1 Penyediaan Kartu Tanda Penduduk 2.1.1 | Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Mendukung Mendukung PN VII
memiliki dokumen kependudukan bagi Usia 17 Tahun atau telah PDP IV
menikah
2.2 Penyediaan akte kelahiran bagi bayi 2.2.1 | Rasio bayi berakte kelahiran Mendukung Mendukung PN VII
PDP IV
2.3 Penyediaan akte nikah bagi 2.3.1 | Rasio pasangan berakte nikah Mendukung Mendukung PN VII
pasangan nikah PDP IV
Pendapatan asli daerah yang belum 3.1 Penggalian potensi pendapaan asli 3.1.1 | Presantase PAD terhadap Pendapatan Daerah Mendukung Mendukung PN VII
optimal untuk menunjang kemandirian daerah (PAD) PDP IV
fiskal daerah
Belum optimalnya kapasitas APIP 4.1 Tindaklanjuti hasil temuan 4.1.1 | Persentase tindaklanjut temuan Mendukung Mendukung PN VII
PDP IV
Belum optimalnya pencapaian target — 5.1 Pengendalian dan evaluasi terhadap 5.1.1 | Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Mendukung Mendukung PN VII
target dalam perencanaan penjabaran konsistensi program PDP IV
pembangunan RPJMD kedalam RKPD
5.2 Pengendalian dan evaluasi terhadap 5.2.1 | Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Mendukung Mendukung PN VII
penjabaran konsistensi program PDP IV
RKPD kedalam APBD
Masih kurangnya pemanfaatan 6.1 Penggunakan TI dalam pelaksanaan 6.1.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Mendukung Mendukung PN VII
teknologi dan informasi dalam kerja birokrasi PDP IV
pelaksanaan kerja birokrasi untuk 6.2 Pengembangan dan pemanfaatan 6.2.1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mendukung Mendukung PN VII
mendukung pencapaian reformasi aplikasi pemerintahan (e- PDP IV
birokrasi government/smart Kabupaten)




PRIORITAS DAERAH 7
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAERAH

MENDUKUNG PD

NO MASALAH/ ISU STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR YANG DIDUKUNG PROVINSI NTT MENDUKUNG PN
1. Belum berkembangnya Kota | 1.1 Pembangunan Jalan kabupaten | 1.1.1 | Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam Kota | Mendukung PDP III Mendukung PN II
Kefamenanu  sebagai Ibu Kota dalam kota dalam kondisi baik dan V
Kabupaten dan PKSN 1.2 Pembangunan jalan lingkungan | 1.2.1 | Proporsi panjang jalan lingkungan dalan kota dalam | Mendukung PDP III Mendukung PN II

dalam kota kondisi baik dan V
1.3 Pembangunan Drainase 1.3.1 | Persentase drainase dalam kota dalam kondisi | Mendukung PDP III Mendukung PN II
baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dan V
1.4 Pemasangan lampu jalan dan lampu 1.4.1 | Cakupan pemasangan lampu jalan dan lampu hias di | Mendukung PDP III Mendukung PN II
hias perkotaan dan V
1.5 Pembangunan TPA 1.5.1 | Timbulan sampah yang ditangani Mendukung PDP III Mendukung PN II
dan PDPI dan V
1.6 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | 1.6.1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas | Mendukung PDP III Mendukung PN II
(RTH) wilayah ber HPL/HGB dan PDP I dan V
1.7 Pananganan sampah dalam kota 1.7.1 | Persentase jumlah sampah yang tertangani di dalam | Mendukung PDP III Mendukung PN II
kota Kabupaten dan PDPI dan V
2. Belum  berkembangnya  Kawasan | 2.1 Penataan Obyek - obyek Wisata di | 2.1.1 | Kunjungan Wisata Mendukung PDP III Mendukung PN II
Pantai Utara Kawasan Pantai Utara dan PDP I dan V
2.2 Penataan Ponu sebagai Kota Terpadu | 2.2.1 | Cakupan penataan Ponu sebagai KTM Mendukung PDP III Mendukung PN II
Mandiri (KTM) dan PDPI dan V
2.3 Review Grand Design Kota Terpadu | 2.3.1 | Cakupan ketersediaan Grand Design KTM Ponu Mendukung PDP III Mendukung PN II
Mandiri (KTM) Ponu dan PDPI dan V
2.4 Pembinaan kelompok Nelayan di | 2.4.1 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan Mendukung PDP III Mendukung PN II
Kawasan Pantai Utara dan PDP I dan V
2.5 Pengembangan Garam 2.5.1 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Mendukung PDP III Mendukung PN II
dan PDP I dan V
3. Belum  berkembangnya  Kawasan | 3.1 Pembangunan Jalan Kabupaten di | 3.1.1 | Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten di Wilayah | Mendukung PDP III Mendukung PN II
Perbatasan Wilayah Perbatasan Perbatasan dalam Kondisi Baik dan PDP I dan V
3.2 Pembangunan Jembatan di Wilayah | 3.2.1 | Proporsijembatan di wilayah Perbatasan dalam kondisi | Mendukung PDP III Mendukung PN II
Perbatasan baik dan PDP I dan V
3.3 Penataan Obyek - obyek Wisata di | 3.3.1 Kunjungan Wisata

Kawasan Perbatasan
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3.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan
arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka
memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi
dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas
tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan
dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan
menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 diturunkan
berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Selain itu perumusan
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara
memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan
dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka
mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan
pemerintahan.

Sesuai yang dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 penyusunan
dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan
pembangunan yaitu meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik,
serta atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom up). Selain itu
penyusunan dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor,
inovatif, kreatif, berbasis risiko (risk based planning) dan berprinsip pada
pembangunan yang berkelanjutan. Dengan terbitnya Peraturan Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah bahwa seluruh kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
yakni SIPD. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah, kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam
pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

Musrenbang). Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
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disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan
masyarakat, @ mengarah pada percepatan pembangunan, dan
memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, disertai
dengan semangat mewujudkan Visi Pembangunan Daerah yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, Adil,
Demokratis dan Mandiri melalui pemberdayaan potensi Sumber Daya
Manusia dan Sumber Daya Alam?,

“Sejahtera” mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya
alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” Memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara
memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak
dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang
kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.
“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan
kesamaan hak wuntuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang
berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah
Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.
“Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya
Alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan.
Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan
modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong
efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka
ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026
sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan
sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan
lingkungan.

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya
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memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui
sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering,
pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif
yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan
pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang
berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan
masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu
dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta
meningkatkan rumah layak huni.

Meningkatkan aksebilitas melalui pembangunan dan pemerataan
infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan
infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata
yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan publik yang menguasai hajat
hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang
ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social
kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan
produktifitas pertanian.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk
mewujudkan good and clean governance, penataan kembali birokrasi
pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan
yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel
yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan
sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi
informasi(e-government). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut)
bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta
memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat
Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pengembangan kawasan strategis daerah
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3.2

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata
pembangunan Kota Kefamenanu sebagai Kota Sehat, Aman, Rindang
dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN),
mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu
pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah
serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan dan
mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode 2021-2026, perencanaan pembangunan tahun 2025 juga disusun
dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD). Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
2005-2025. Berdasarkan tahapan pembangunan, RPJMD Kabupaten
Timor Tengah Utara periode Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke 4
(empat) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2025, dan menjadi
acuan/pedoman dalam perumusan tujuan dan sasaran serta arah
pembangunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Prioritas yang telah
disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program,
kegiatan, dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah pada periode 2021-2026.

Target dan Penetapan Plafon Anggaran Belanja Derah

Prioritas belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024
disusun berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran dengan
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian output
yang dihasilkan. Belanja daerah tahun 2025 akan dipergunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, urusan

pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur
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pengawas dan unsur kewilayahan dapat dilaksanakan bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja
Operasi, Belanja Modal, Belanja TidakTerduga dan Belanja Transfer.
Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Tanah, Belanja
Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan,
Belanja Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap lainnya sedangkan
Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan. Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 — 2025 dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2025
5 BELANJA DAERAH 1,245,865,978,623.90
5.1 Belanja Operasi 907,286,769,226.90
5.1.01 Belanja Pegawai 673,312,232,572.82
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230,008,536,654.08
5.1.05 Belanja Hibah 3,350,000,000.00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 616,000,000.00
5.2 Belanja Modal 104,075,267,297.00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,442,919,297.00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10,125,219,000.00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 76.507,129,000.00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya B
5.3 Belanja Tak Terduga 5,000,000,000.00
5.3.01 Belanja Tak terduga 5,000,000,000.00
5.4 Belanja Transfer 229,503,942,100.00
5.4.01 Belanja Bantuan Keuangan 229.503,942,100.00

Sumber BKAD Kab. TTU
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PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRGRAM / KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk setiap
urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan
dengan jenis dan volume pekerjaan, baik pekerjaan fisik maupun non fisik
serta memperhatikan pedoman perencanaan dan penganggaran yang
ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri. Belanja pegawai serta
belanja barang dan jasa dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan
disesuaikan dengan beban kerja, jumlah pegawai dan ruang lingkup,

bidang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.245.865.978.623,90
yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.907.286.769.226,90
Belanja, Modal sebesar Rp.104.075.267.297,00, Belanja Tidak Terduga
sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.
229.503.942.100,00. Belanja daerah tersebut dapat diuraikan
berdasarkan urusan Perangkat Daerah yang terdiri dari Urusan
Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
dialokasikan sebesar Rp. 615.890.186.725,18 yakni Urusan Pendidikan,
Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman, Penanggulangan Bencana Daerah,
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan
Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dialokasikan sebesar Rp. 286.178.789.360,38 terdiri
dari 18 (delapan belas) bidang urusan antara lain: Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan,
Perpustakaan, dan Kearsipan. Alokasi anggaran sementara untuk Urusan

Pemerintahan Pilihan direncanakan sebesar Rp.38.289.002.135,38
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direncanakan untuk membiayai Bidang Kelautan dan Perikanan,
Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah
dan  Sekretariat DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp.
47.100.590.310,45 Urusan selanjutnya adalah Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan dialokasikan anggaran sebesar Rp.204.143.784.653,26
terdiri dari Urusan Bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan,Penelitian dan Pengembangan, dan Pengelola
Perbatasan  Daerah. Unsur Pengawas  dialokasikan  sebesar
Rp.4.497.537.418,71 dan Unsur Kewilayahan dialokasikan anggaran
sebesar Rp.45.681.283.192,23 sedangkan Urusan Pemerintahan Umum
dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.084.804.828,31 Plafon Anggaran
Sementara tiap urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah

secara lengkap disajikan pada tabel. 4.1

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara TA. 2025

NO BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA

1 2 3

I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR 615,890,186,725.18
PENDIDIKAN

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 313,120,773,187.76
KESEHATAN

2 Dinas Kesehatan 140,792,614,341.36

3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 44,181,150,668.74

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81,385,964,758.08

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan 24,118,162,393.43
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NO BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,887,134,675.29
7 Satuan Polisi Pamong Praja 5,193,578,852.38
SOSIAL
8 Dinas Sosial 4,210,807,848.14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
I BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 286,178,789,360.38
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,549,180,599.81
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 2,894,732.390.65
Anak
PANGAN
11 Dinas Ketahanan Pangan 3,421,263,869.63
LINGKUNGAN HIDUP
12 Dinas Lingkungan Hidup 5,163,063,236.08
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,882,090,564.03
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 235,527,529,198.43
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12,625,026,464.24
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NO BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA
PERHUBUNGAN

16 Dinas Perhubungan 2,989,567,830.38
KOMINIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

17 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2,864,919,088.19
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2,460,347,788.92
PENANAMAN MODAL

19 D.inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 2.072,793.921.52
Pintu
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

20 Dinas Kepemudaaan & Olahraga 5,012,800,517.61
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,815,473,890.89

I URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 38,289,002,135.38
KELAUTAN DAN PERIKANAN

22 Dinas Perikanan 3,373,653,792.72
PARIWISATA

23 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4,461,126,635.81
PERTANIAN

24 Dinas Pertanian 19,639,416,909.49

25 Dinas Peternakan 8,234,373,246.60
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,580,431,550.76
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NO BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
v URUSAN PENUNJANG 47,100,590,310.45
SEKRETARIAT DAERAH
27 Bagian Umum 16,248,891,382.26
28 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 851,840,000.00
29 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1,706,800,000.00
30 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 440,800,000.00
31 Bagian Protokoler & Komunikasi Pimpinan 435,400,000.00
32 Bagian Hukum 422,800,000.00
33 Bagian Pemerintahan 729,500,000.00
34 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 428,800,000.00
35 Bagian Administrasi Pembangunan 434,730,000.00
SEKRETARIAT DPRD
36 Sekretariat DPRD 25,401,028,928.19
\Y% UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 204,143,784,653.26
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
37 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 4,732,829.739.59
Daerah
KEUANGAN
38 Badan Keuangan dan Aset Daerah 186,186,885,770.04
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NO BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA

39 Badan Pendapatan Daerah 4,414,427,197.48
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

40 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 6,121,090,465.40
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

41 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah 2,688,551,480.75

VI UNSUR PENGAWAS 4,497,537,418.71
PENGAWAS

42 Inspektorat Daerah 4,497,537,418.71

VII UNSUR KEWILAYAHAN 45,681,283,192.23
KECAMATAN

43 Kecamatan Kota Kefamenanu 7,869,514,126.16

44 Kecamatan Miomaffo Timur 2,058,092,583.94

45 Kecamatan Noemuti 1,652,952,962.28

46 Kecamatan Miomaffo Barat 1,708,979,230.58

47 Kecamatan Insana 2,255,691,027.51

48 Kecamatan Insana Utara 1,339,558,629.31

49 Kecamatan Biboki Selatan 1,558,199,985.87

50 Kecamatan Biboki Utara 2,255,541,986.46
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NO

BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH

PAGU BELANJA

51 Kecamatan Biboki Anleu 2,199,792,733.41
52 Kecamatan Bikomi Utara 1,587,352,746.11
53 Kecamatan Bikomi Selatan 1,544,496,281.95
54 Kecamatan Bikomi Nilulat 1,716,564,251.85
55 Kecamatan Bikomi Tengah 1,625,752,047.05
56 Kecamatan Naibenu 1,221,308,796.02
57 Kecamatan Miomaffo Tengah 1,386,297,864.63
58 Kecamatan Musi 1,505,856,390.45
59 Kecamatan Mutis 1,666,017,047.78
60 Kecamatan Noemuti Timur 1,428,404,458.82
61 Kecamatan Insana Barat 1,413,529,811.54
62 Kecamatan Insana Tengah 1,702,410,340.38
63 Kecamatan Insana Fafinesu 1,437,078,204.59
64 Kecamatan Biboki Moenleu 1,587,942,938.30
65 Kecamatan Biboki Tanpah 1,513,559,844.46
66 Kecamatan Biboki Feotleu 1,446,388,902.78
VIl URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4,084,804,828.31
67 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,084,804,828.31
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NO

BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH

PAGU BELANJA

TOTAL KESELURUHAN

1,245,865,978,623.90

Sumber BKAD Kab.TTU 2025

4.2 Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Program, Kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian

Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 secara rinci pada tabel.

4.2
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Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025
Kab. Timor Tengah Utara

Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Kode Program / Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran Keterang
g 9 . N . ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Tersedianya Gaji dan o
ool PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tunjangan ASN 100% 219.874.735.571,76
"Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi 12
- ) Pelaksanaan Tugas ASN" Dokumen [ Persentase Administrasi o
1101 (01| 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang 2073 Keuangan Perangkat Daerah 100 % 219.674.735.571,76
Menerima Gaji dan Orang
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 2073 Oran -KzszTn::tan
1]01(01] 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan ' | 219.521.735.571,76
h g/bulan Semua
Tunjangan ASN
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil 12 -Kzsgnn:jztan
1 (0101|202 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi ’ 153.000.000,00
Dokumen Semua
Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah  Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Barang 4 Laporan
Cetakan dan Penggandaan 4 Paket Persentase Administrasi
1]01(01] 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah L 2 Paket 100 % 132.800.000,00
yang Disediakan 1 paket Umum Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen 1 Paket
Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Instlasi ListkiPenerangan Kecamatan
1 (0101|206 | 0001 Bangunan Kantor yang 9 1 Paket Semua ’ 2.800.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan Kelurahan




Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Jumlah Paket Peralatan dan _Kisglrs:tan
01 [ 01 [ 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 1 Paket Semua ! 10.000.000,00
Disediakan
Kelurahan
- Semua
01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik | o\ ¢ Kecamatan, 55.000.000,00
Kantor yang Disediakan Semua
Kelurahan
Jumlah Paket Barang kgce:n:stan
01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 2 Paket Semua ’ 25.000.000,00
yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan - Semua
o1 | o1 | 206 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penygleng_garaan Rapat . 4 Laporan Kecamatan, 40.000.000,00
SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua
SKPD Kelurahan
"Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya 3 Laporan Persentase Terlaksananya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Air dan Listrik yang Penyediaan Jasa Penunjang o
0101208 Pemerintahan Daerah Disediakan" 12 Urusan Pemerintahan 100 % 82.200.000,00
w Laporan
Jumlah Laporan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat”
- Semua
. Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Kecamatan,
01 [ 01 [ 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Laporan Semua 5.000.000,00
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan - Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan,
01 | 01 | 2.08 | 0002 Listrik Daya Air dan Listrik yang 3 Laporan Semua 27.200.000,00
Disediakan Kelurahan
Jumlah Kendaraan .
) - ) Dinas Operasional atau Persentas_FkPemellf;]araan
o1 | o1 | 200 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Lapangan yang Dipelihara | 10 Unit Barang Milik Daera 100 % 35.000.000,00
Urusan Pemerintahan Daerah dan dibavarkan Paiak Penunjang Urusan
bay ! Pemerintahan Daerah
dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan - Semua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kecamatan
01 | 01 | 2.09 | 0001 | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan 10 Unit Semua ’ 35.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
: : Kelurahan
dibayarkan Pajaknya




Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A (%)
"Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan dasar"
Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI (%)
Angka Kelulusan (AL)
SDIMI (%) 98,75 %
"Angka Melanjutkan (AM) 0,73 %
dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" | 0,40 %
"Proporsi murid kelas 1 yang | 99,85 %
berhasil menamatkan 99,41 %
sekolah dasar (%)" 98,93 %
01 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka partisipasi sekolah 987.50 % 91.526.037.616,00
(APS) SD/MI/Paket A (%) 76,97 %
"Sekolah pendidikan SD/MI 87,29 %
kondisi bangunan baik (%)" 940,61 %
Guru Paud yang Memiliki 94,49 %
Kualifikasi Pendidikan 94,86 %
Sarjana / D4 (%)
Rasio guru/murid sekolah
pendidikan dasar
"Penduduk yang berusia >15
Tahun melek huruf (tidak
buta aksara) (%)"
Rasio guru/murid per kelas
rata- rata sekolah dasar (%)
Jumlah Alat Praktik dan 15 Paket
Peraga Siswa yang Tersedia | 8
"Jumlah Dokumen Hasil Dokumen
Koordinasi, Perencanaan, 3
Supervisi dan Evaluasi Dokumen
Layanan di Bidang 25 Konten
Pendidikan” Digital
Jumlah kegiatan 2 Ruang
sosialisasi  dan advokasi 50 Unit
kebijakan  di  bidang 15 Paket
Pendidikan yang 50 Orang
dilaksanakan 250 Orang
"Jumlah  konten  digital | 340 Orang
untuk pendidikan yang 200 Paket | Persentase Terlaksananya
01 | 02 | 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar telah dikembangkan" 5 Ruang Pengelolaan Pendidikan 100 % 46.890.425.000,00
"Jumlah Laboratorium 5 Ruang Sekolah Dasar
Sekolah Dasar yang 150 Orang
Telah Direhabilitasi 300
Sedang/Berat" Peserta
Jumlah Mebel Didik
Sekolah yang 50 Orang
Dilaksanakan Pemeliharaan | 5 Ruang
"Jumlah Mebel 5 Ruang
sekolah yang Tersedia" 12 Ruang
Jumlah Orang yang 5 Ruang
Mendapatkan Pembinaan 4 Ruang
Penggunaan Teknologi, 5 Ruang
Informasi  dan 5 Ruang
Komunikasi  (TIK) untuk 4 Unit
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

Pendidikan
Jumlah  Pendidik  dan

Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah  Pendidik  dan

Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
Jumlah Perlengkapan

Peserta Didik yang
Tersedia
Jumlah Perpustakaan

Sekolah yang Telah
Dibangun
Jumlah Perpustakaan

Sekolah yang Telah 5 Unit
Direhabilitasi Sedang /Berat | 5 Unit
Jumlah Peserta Bimbingan | 3 Unit
Teknis, Pelatihan, dan/atau | 274
Magang/PKL untuk Satuan Pe
Peningkatan Kapasitas ndidikan
Bidang Pendidikan 274
yang dilaksanakan Satuan Pe
Jumlah Peserta Didik ndidikan
Sekolah Dasar yang 274
Menerima Biaya Personil Satuan Pe
Peserta Didik ndidikan
Jumlah peserta 100
pelatihan penggunaan Peserta
aplikasi di  bidang Didik
pendidikan yang 274 Orang

dilaksanakan

Jumlah Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU
yang Telah Dibangun
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat
Jumlah Ruang Kelas
Baru yang Bertambah
Jumlah Ruang Kelas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat
Jumlah Ruang
Laboratorium Sekolah
Dasar yang Telah
Dibangun

Jumlah  Ruang Unit
Kesehatan Sekolah yang
Telah Dibangun

"Jumlah  Ruang Unit
Kesehatan Sekolah yang
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Kode

Program / Kegiatan

Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Output Kegiatan

Target

Outcome Kegiatan

Target

Lokasi
Kegiatan

Plafon Anggaran
Sementara (Rp.)

Keterang
an

Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat"
Jumlah Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah yang Telah
Dibangun
Jumlah  Rumah  Dinas
Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat
Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun
“Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat"
Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan Proses
Belajar
Jumlah Sekolah
Dasar yang Mengelola
Dana BOS
Jumlah Sekolah
Menengah Dasar yang
Dilaksanakan =~ Pembinaan
Kelembagaan dan
manajemen sekolah
"Jumlah  Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademik
dan Non Akademik"
"Jumlah  Tenaga
Pengelola yang Meningkat
Kapasitasnya  dalam
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar"

01

02

2.01

0003

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah
Dibangun

5 Ruang

- Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

1.000.000.000,00

01

02

2.01

0004

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit
Kesehatan Sekolah yang
Telah Dibangun

5 Ruang

- Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

650.000.000,00

01

02

2.01

0005

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan
Sekolah yang Telah
Dibangun

5 Ruang

- Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

750.000.000,00
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
- Semua
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana Kecamatan
01 | 02 | 2.01 | 0006 ! dan Utilitas Sekolah yang 5 Unit ! 1.015.000.000,00
Sekolah ) Semua
Telah Dibangun
Kelurahan
Jumlah Rumah Dinas Kepala - Semua
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga ) Kecamatan,
0102 ] 201 | 0007 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sekolah yang Telah 4 Unit Semua 650.000.000,00
Dibangun Kelurahan
- Semua
I Jumlah Ruang Guru/Kepala
01 | 02 | 2.01 | oopg | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 5 Ruang Kecamatan, 625.000.000,00
Sekolah/Tu Direhabilitasi Sedang/Berat semua
9 Kelurahan
Jumlah Ruang Unit - Semua
o1 | 02| 201 | 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Kesehat'an Se!(plar_l yang 5 Ruang Kecamatan, 357.500.000,00
Sekolah Telah Direhabilitasi Semua
Sedang/Berat Kelurahan
Jumlah Perpustakaan _Kzsgnn::tan
01 [ 02 [ 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sekolah yang Telah 5 Ruang Semua ! 569.250.000,00
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Rumah Dinas Kepala - Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga . Kecamatan,
01 | 021 201 | 0013 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sekolah yang Telah 5 Unit Semua 585.000.000,00
DiRehabilitasi Sedang/Berat Kelurahan
- Semua
01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang | 45 payet Kecamatan, 472.500.000,00
Tersedia Semua
Kelurahan
Jumlah Siswa yang - Semua
Mengikuti Ajang 100 Kecamatan
01 [ 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa L . Peserta ! 250.000.000,00
Kompetisi/Lomba Akademik Didik Semua
dan Non Akademik Kelurahan
Jumlah Pendidik dan Tenaga - Semua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Kependidikan yang Tersedia Kecamatan,
01021 201 0026 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Satuan Pendidikan 340 Orang Semua 75.000.000,00
Sekolah Dasar Kelurahan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga '\KA::;igﬁtkan Fasilitasi kzs:ntlj:tan
01 | 02 | 2.01 | 0027 | Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 250 Orang ’ 350.000.000,00
D Pangkat/Golongan, Semua
asar - .
Pemberian Promosi, Kelurahan
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Jumlah Sekolah Dasar yang - Semua
) . Dilaksanakan Pembinaan 274 Kecamatan
01 [ 02 [ 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan Pe ! 420.000.000,00
Kelembagaan dan - Semua
) ndidikan
manajemen sekolah Kelurahan
- Semua
Jumlah Sekolah Dasar yan 274 Kecamatan
01 [ 02 [ 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar yang Satuan Pe ! 30.359.950.000,00
Mengelola Dana BOS L Semua
ndidikan
Kelurahan
yang Menngieat - Semua
o1 | 02 | 201 | o030 gg{(‘ggﬁa;’;;apas'tas Pengelolaan Dana BOS Kapasitasnya dalam 274 Orang gz;au“;ata“' 798.800.000,00
Pengelolaan Dana BOS
Kelurahan
Sekolah Dasar
Jumlah Ruang Laboratorium _Kisglrs:tan
01 [ 02 [ 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Telah 4 Ruang Semua ! 900.000.000,00
Dibangun
Kelurahan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Jumlah Laboratorium kisgqrrlljgtan
01 [ 02 [ 2.01 | 0032 9 Sekolah Dasar yang Telah 2 Ruang ’ 320.000.000,00
Dasar Direhabilitasi Sedang/Berat Semua
Kelurahan
- Semua
01 | 02 | 201 | 0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang | g ;¢ Kecamatan, 150.000.000,00
Dilaksanakan Pemeliharaan Semua
Kelurahan
Jumlah Orang yang ) - Semua
o1 | 02 | 201 | 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan gﬂg:daS:;I;inTZekT(g??an 50 Oran Kecamatan, 150.000.000.00
' Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan ggun: ai, 9 Semua U
Informasi dan Komunikasi Kelurahan
(TIK) untuk Pendidikan
Jumlah konten digital untuk 25 Konten kﬁsg#::tan
01 [ 02 [ 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan pendidikan yang telah Digital Semua ! 150.000.000,00
dikembangkan 9
Kelurahan
Jumlah peserta pelatihan - Semua
01 | 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan penggunaan aplikasi di 50 Orang Kecamatan, 100.000.000,00
bidang pendidikan yang Semua
dilaksanakan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil - Semua
o1 | 02 | 201 | 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi gzore(:lzsisg;e;gﬁggan’ 8 Kecamatan, 975.000.000.00
' Layanan di Bidang Pendidikan P A Dokumen Semua R
Layanan di Bidang
S Kelurahan
Pendidikan
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Jumlah kegiatan sosialisasi - Semua
o1 | 02| 201 | 0039 SOS|a_I|s_aS| dan Advokasi Kebijakan Bidang dfem advokas_l kebl]akan di 3 Kecamatan, 409.000.000,00
Pendidikan bidang Pendidikan yang Dokumen Semua
dilaksanakan Kelurahan
- Semua
01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan | 544 paye Kecamatan, 200.000.000,00
Peserta Didik yang Tersedia Semua
Kelurahan
- Semua
01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumiah Ruang Kelas Baru 12 Ruang Kecamatan, 2.330.000.000,00
yang Bertambah Semua
Kelurahan
Jumlah Sarana, Prasarana - Semua
o1 | 02| 201 | 0048 Reﬁablllta& Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan dan U'[Ill'taS Se_kpla_h yang 3 Unit Kecamatan, 305.250.000,00
Utilitas Sekolah Telah Direhabilitasi Semua
Sedang/Berat Kelurahan
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis, Pelatihan, dan/atau - Semua
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Magang/PKL untuk Kecamatan,
01102 ] 201 | 0049 untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Peningkatan Kapasitas 150 Orang Semua 100.000.000,00
Bidang Pendidikan yang Kelurahan
dilaksanakan
Jumlah Satuan Pendidikan 274 _Kit?;nn:jgtan
01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik yang Menyelenggarakan Satuan Pe Semua ’ 130.000.000,00
Proses Belajar ndidikan
Kelurahan
Jumlah Ruang Kelas _Kisgqrr?:tan
01 [ 02 [ 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sekolah yang Telah 5 Ruang Semua ! 563.175.000,00
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Peserta Didik 300 - Semua
o1 | 02 | 201 | 0os4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Sekolgh Das_ar yang Peserta Kecamatan, 300.000.000,00
Dasar Menerima Biaya Personil Didik Semua
Peserta Didik Kelurahan
Jumlah Alat Praktik dan oemua
01 [ 02 [ 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Peraga Peserta Didik yang 15 Paket Semua ’ 880.000.000,00
Tersedia Kelurahan
"Jumlah Alat Praktik dan | 15 Paket
Peraga Siswa yang 1
Tersedia" Dokumen
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah "Jumlah Dokumen Hasil 95 Satuan | Persentase Terlaksananya
01 | 02 | 2.02 Pertgma 9 Koordinasi, Perencanaan, Pendidika | Pengelolaan Pendidikan 100 % 33.179.667.866,00
Supervisi dan Evaluasi n Sekolah Menengah Pertama
Layanan di Bidang 6 Konten
Pendidikan" Digital
Jumlah kegiatan 1 Ruang
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Sasaran Program Sasaran Kegiatan )
. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
sosialisasi  dan advokasi
kebijakan  di  bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
Jumlah  konten  digital
untuk pendidikan
yang telah
dikembangkan
Jumlah Laboratorium yang
Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat
Jumlah Mebel
Sekolah yang Tersedia
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pembinaan 10 Paket
Penggunaan Teknologi, 3 Orang
Informasi dan 200 Orang
Komunikasi  (TIK) untuk 400 Orang
Pendidikan 150 Orang
Jumlah  Pendidik dan 3 Ruang
Tenaga Kependidikan 3 Ruang
yang Mendapatkan 8 Ruang
Fasilitasi Kenaikan 158
Pangkat/Golongan, Peserta
Pemberian Promosi, Didik
Peningkatan Kompetensi 150 Orang
dan Kualifikasi 30 Orang
"Jumlah  Pendidik dan | 5 Ruang
Tenaga Kependidikan 9 Ruang
yang Tersedia pada 5 Ruang
Satuan Pendidikan 8 Ruang
Sekolah Menengah 6 Unit
Pertama” 3 Unit
Jumlah Perlengkapan 3 Unit
Peserta Didik yang 95 Satuan
Tersedia Pendidika
Jumlah Perpustakaan n
Sekolah yang Telah 95 Satuan
Dibangun Pendidika
"Jumlah Perpustakaan n
Sekolah yang Telah 100
Direhabilitasi Sedang/Berat" | Peserta
Jumlah Peserta Bimbingan | Didik
Teknis, Pelatihan, dan/atau | 95 Orang

Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan
Jumlah  Peserta  didik
Sekolah Menengah
Pertama yang Menerima
Biaya Personil Peserta Didik
Jumlah Peserta
Didik yang Mengikuti
Proses Belajar
"Jumlah peserta
pelatihan penggunaan
aplikasi di  bidang

37



Kode

Program / Kegiatan

Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Output Kegiatan

Target

Outcome Kegiatan

Target

Lokasi
Kegiatan

Plafon Anggaran
Sementara (Rp.)

Keterang
an

pendidikan yang
dilaksanakan"
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah
Dibangun
Jumlah Ruang kelas
sekolah yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat
Jumlah Ruang
Laboratorium yang Telah
Dibangun
Jumlah Ruang Unit
Kesehatan Sekolah yang
Telah Dibangun
Jumlah  Rumah  Dinas
Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah yang
Telah Dibangun
"Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun”
"Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat"
"Jumlah Sekolah Menengah
Pertama yang Dilaksanakan
Pembinaan”

"Jumlah Sekolah
Menengah pertama  yang
Mengelola Dana BOS"

"Jumlah  Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademik
dan Non Akademik"

Jumlah Tenaga yang
Meningkat Kapasitasnya
dalam Pengelolaan Dana
BOS Sekolah

Menengah Pertama

01

02

2.02

0003

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah
Dibangun

5 Ruang

- Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

794.100.000,00

01

02

2.02

0004

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit
Kesehatan Sekolah yang
Telah Dibangun

8 Ruang

- Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

874.900.000,00

01

02

2.02

0005

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan
Sekolah yang Telah
Dibangun

3 Ruang

- Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

621.000.000,00
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
- Semua
01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium | g o g Kecamatan, | 1 340,098.000,00
yang Telah Dibangun Semua
Kelurahan
Jumlah Rumah Dinas Kepala - Semua
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga ) Kecamatan,
01|02 ] 202 | 0009 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sekolah yang Telah 6 Unit Semua 1.303.000.000,00
Dibangun Kelurahan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana kgce:n:stan
01 | 02 | 2.02 | 0012 9 ’ dan Utilitas Sekolah yang 3 Unit ’ 555.000.000,00
Sekolah Telah Dibangun Semua
9 Kelurahan
Jumlah Ruang kelas sekolah -Kisgn::tan
01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 9 Ruang Semua ’ 1.222.902.000,00
Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Perpustakaan _Kzsgnn::tan
01 [ 02 [ 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sekolah yang Telah 3 Ruang Semua ! 218.900.000,00
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Laboratorium yang _Kisénr::tan
01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Telah Direhabilitasi 1 Ruang Semua ’ 254.450.000,00
Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Sarana, Prasarana - Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan dan Utilitas Sekolah yang ) Kecamatan,
01| 02 | 2.02 1 0024 | \ijtas Sekolah Telah Direhabilitasi 3 Unit Semua 196.500.000,00
Sedang/Berat Kelurahan
- Semua
01 | 02 | 202 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolahyang | ;4 pyer Kecamatan, 215.000.000,00
Tersedia Semua
Kelurahan
Jumlah Peserta didik 150 - Semua
o1 | 02| 202 | 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Pertama Peserta Kecamatan, 150.000.000,00
Menengah Pertama yang Menerima Biaya Didik Semua
Personil Peserta Didik Kelurahan
Jumlah Siswa yang - Semua
Mengikuti Ajan 100 Kecamatan
01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa gikuti Ayang h Peserta ' 250.000.000,00
Kompetisi/Lomba Akademik Didik Semua
dan Non Akademik Kelurahan
Jumlah Pendidik dan Tenaga - Semua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Kependidikan yang Tersedia Kecamatan,
01 |02 | 202 0039 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Satuan Pendidikan 400 Orang Semua 250.000.000,00
Sekolah Menengah Pertama Kelurahan
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga l&/lg:;igztkan Fasilitasi _Kisgqrr?:tan
01 [ 02 [ 2.02 | 0040 | Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 200 Orang ! 150.000.000,00
Pangkat/Golongan, Semua
Menengah Pertama - .
Pemberian Promosi, Kelurahan
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah Sekolah Menengah 95 Satuan _Kisglrs:tan
01 [ 02 [ 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pertama yang Dilaksanakan | Pendidika Semua ! 245.000.000,00
Pembinaan n
Kelurahan
- Semua
Jumlah Sekolah Menengah 95 Satuan
01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Pendidika Kecamatan, | g 953 370.000,00
Pertama Dana BOS n Semua
Kelurahan
Juml_ah Tenaga yang - Semua
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Meningkat Kapasitasnya Kecamatan
01 | 02 | 2.02 | 0043 Sekolah Menengah Pertama dalam Pengelolaan Dana 95 Orang Semua ’ 334.400.000,00
9 BOS Sekolah Menengah
Kelurahan
Pertama
Jumlah Orang yan
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Mendapatkar?l?)’/emgbinaan kgsgqrrlljgtan
01 | 02 | 2.02 | 0048 1aan Fengg nologr, Penggunaan Teknologi, 3 Orang ' 225.000.000,00
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan ] . Semua
Informasi dan Komunikasi Kelurahan
(TIK) untuk Pendidikan
Jumlah konten digital untuk | o\ -Kzsg]n:j:tan
01 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan pendidikan yang telah Digital Semua ’ 30.000.000,00
dikembangkan 9
Kelurahan
Jumlah peserta pelatihan - Semua
’ I - penggunaan aplikasi di Kecamatan,
01 | 02 | 2.02 | 0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan bidang pendidikan yang 30 Orang Semua 30.000.000,00
dilaksanakan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan, 1 kﬁ:?r::tan
01 [ 02 [ 2.02 | 0051 M. 1, Sup Supervisi dan Evaluasi ’ 795.000.000,00
Layanan di Bidang Pendidikan - Dokumen Semua
Layanan di Bidang Kelurahan
Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi - Semua
o1 | 02| 202 | 0os2 SOS|§I|s_aS| dan Advokasi Kebijakan Bidang d_an advokas! Kebljakan di 1 Kecamatan, 85.000.000,00
Pendidikan bidang Pendidikan yang Dokumen Semua
dilaksanakan Kelurahan
-S
01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang I%Ser?daié?s: Kes;nn::tan, 95.000.000,00
' Y 99 ! g Mengikuti Proses Belajar n Semua R
Kelurahan
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
- Semua
01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumiah Ruang Kelas Baru 9 Ruang Kecamatan, | 4 ¢4 047.866,00
yang Bertambah Semua
Kelurahan
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis, Pelatihan, dan/atau - Semua
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Magang/PKL untuk Kecamatan,
01021 202 | 0060 untuk Pgeningkatan Kapasitas Bidang Pend?dikgn Per?inggatan Kapasitas 150 Orang Semua 100.000.000,00
Bidang Pendidikan yang Kelurahan
dilaksanakan
- Semua
01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik f:“m'ah Perlengkapan | 156 payer Kecamatan, 150.000.000,00
eserta Didik yang Tersedia Semua
Kelurahan
- Semua
I Jumlah Ruang Guru/Kepala
o1 | 02 | 2.02 | ooss geeli‘;gr'ﬁ_ﬂ Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 8 Ruang gg;au“;ata”' 1.003.000.000,00
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Alat Praktik dan -Kzsg]n:j:tan
01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Peraga Peserta Didik yang 15 Paket Semua ’ 1.100.000.000,00
Tersedia
Kelurahan
Jumlah Alat Praktik dan 9 Paket
Peraga PAUD yang Tersedia | 3
"Jumlah Dokumen Dokumen
Hasil Koordinasi, 4 Unit
Perencanaan, 2
Supervisi dan Evaluasi Dokumen
Layanan di Bidang 45 Orang
Pendidikan" 125
Jumlah Satuan Pe
Gedung/Ruang Kelas/Ruang | ndidikan
Guru PAUD vyang 250
Telah Direhabilitasi Satuan Pe
Sedang/Berat ndidikan
Jumlah kegiatan 20 Orang
01 | 02 | 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sf;')":}gizﬂ dg‘i” adg’%‘;"’:% ggsa%?ng lﬁgﬁg}fgﬁ;ﬁ;iﬁg?&ﬁ 100 % 10.066.444.750,00
Pendidikan yang 50 Paket
dilaksanakan 100 Orang
Jumlah Orang yang 60
Mendapatkan Pembinaan Peserta
Penggunaan Teknologi, Didik
Informasi  dan 100
Komunikasi (TIK) untuk Peserta
Pendidikan Didik
"Jumlah PAUD yang 25 Orang
Dilaksanakan Pembinaan 1 Ruang
Kelembagaan dan 5 Unit
Manajemen” 3 Unit
Jumlah PAUD vyang 3 Unit
Mengelola Dana BOP 50 Orang
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Kode

Program / Kegiatan

Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Output Kegiatan

Target

Outcome Kegiatan

Target

Lokasi
Kegiatan

Plafon Anggaran
Sementara (Rp.)

Keterang
an

Jumlah  Pendidik  dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi
Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
"Jumlah  Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
PAUD"
Jumlah perlengkapan
PAUD yang Tersedia

Jumlah Perlengkapan
Peserta Didik yang
Tersedia

"Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis, Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan"
"Jumlah Peserta Didik
PAUD yang Menerima
Biaya Personil Peserta
Didik"
Jumlah Peserta Didik
PAUD yang Mengikuti
Proses Belajar
Jumlah peserta
pelatihan penggunaan
aplikasi di  bidang
pendidikan yang
dilaksanakan
"Jumlah Ruang Kelas
Baru yang Bertambah"
"Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
PAUD yang Telah
Dibangun”
"Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
PAUD yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat"
Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang
Dilaksanakan Pemeliharaan
"Jumlah Tenaga yang
Meningkat Kapasitasnya
dalam Pengelolaan Dana
BOP PAUD"
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Jumlah Sarana, Prasarana _Kisglrs:tan
01 [ 02 [ 2.03 | 0002 [ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan Utilitas PAUD yang 5 Unit Semua ! 749.544.750,00
Telah Dibangun
Kelurahan
- Semua
01 | 02 | 203 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD | , o\ ot Kecamatan, 15.000.000,00
yang Tersedia Semua
Kelurahan
Jumlah Peserta Didik PAUD | 60 oemua
01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Peserta Semua ’ 60.000.000,00
Personil Peserta Didik Didik Kelurahan
- - Semua
’ - - . Jumlah Pendidik dan Tenaga
01 | 02 | 2.03 | oo1s | Penvediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Kependidikan yang Tersedia | 195 Orang Kecamatan, |, 795 000,000,00
Satuan PAUD Semua
pada PAUD
Kelurahan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi - Semua
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kenaikan Kecamatan,
01 | 02| 203 | 0016 Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pangkat/Golongan, 20 Orang Semua 69.550.000,00
Pemberian Promosi, Kelurahan
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah PAUD yang - Semua
01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Dilaksanakan Pembinaan éza?uan Pe Kecamatan, 75.000.000,00
' 9 J Kelembagaan dan - Semua e
A ndidikan
Manajemen Kelurahan
250 - Semua
Jumlah PAUD yang Kecamatan,
01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD Mengelola Dana BOP Satuan Pe Semua 5.347.250.000,00
ndidikan
Kelurahan
Jumlah Tenaga yang - Semua
o1 | 02 | 203 | 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Meningkat Kapasitasnya 50 Orang Kecamatan, 304.100.000,00
PAUD dalam Pengelolaan Dana Semua
BOP PAUD Kelurahan
Jumlah Orang yang :
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Mendapatkan Pembingan Kzs:n::tan
01 [ 02 [ 2.03 | 0022 oo S o Penggunaan Teknologi, 45 Orang ’ 45.000.000,00
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan } . Semua
Informasi dan Komunikasi Kelurahan
(TIK) untuk Pendidikan
Jumlah peserta pelatihan - Semua
. I . penggunaan aplikasi di Kecamatan,
01 | 02 | 2.03 | 0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan bidang pendidikan yang 25 Orang Semua 25.000.000,00
dilaksanakan Kelurahan
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Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

. Lokasi Plafon Anggaran Keterang
Kode Program / Kegiatan A
. - ) ) Kegiatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan, 3 kgsgqrrllj:tan
01 | 02 | 2.03 | 0025 . 1, SUp Supervisi dan Evaluasi ! 300.000.000,00
Layanan di Bidang Pendidikan - Dokumen Semua
Layanan di Bidang
S0 Kelurahan
Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi - Semua
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang dan advokasi kebijakan di 2 Kecamatan,
011021203 | 0026 Pendidikan bidang Pendidikan yang Dokumen Semua 45.000.000,00
dilaksanakan Kelurahan
- Semua
Jumlah Ruang Kelas Baru Kecamatan,
01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang Semua 180.000.000,00
Kelurahan
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis, Pelatihan, dan/atau - Semua
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Magang/PKL untuk Kecamatan,
01021 203 | 0039 untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Peningkatan Kapasitas 100 Orang Semua 100.000.000,00
Bidang Pendidikan yang Kelurahan
dilaksanakan
- Semua
01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumiah Perlengkapan | 55 5oy o Kecamatan, 50.000.000,00
Peserta Didik yang Tersedia Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana kﬁsgqrrllj:tan
01 [ 02 [ 2.03 | 0042 ’ dan Utilitas Sekolah yang 3 Unit ’ 36.000.000,00
Sekolah Dilaksanakan Pemeliharaan Semua
Kelurahan
Jumlah Sarana, Prasarana - Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan dan Utilitas PAUD yang . Kecamatan,
011021 203 | 0045 Utilitas PAUD Telah Direhabilitasi 3 Unit Semua 175.000.000,00
Sedang/B